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wALI Ko払slBOLGA

pROv工Ns工suMATERA u船RA

pERATURAN WALI Ko皿s工BOLGA

NOMOR　47 TAHUN 2023

TEN払NG

pERUBAHAN RENCANA KERじA pEMERIN恥H DAERAH KOTA s量BOLGA

払HUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALIKo払s工BOLGA,

Menimbang : a･ bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 Peraturan Mente正

Dala皿Nege轟Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata C紬a Ev弧uasi Rancangan Peratur紬Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pe皿bangun紬J劃gka Menengah Daerah,

serta Tata Cara PeⅢbah紬Renc紬a Pembangunan Jangka

Pa可ang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Ke巧a Pemerintah Daerah, yang

menyebutkan Pembahan Renc紬a Ke互a Perangkat Daerah

dan Re可a Pera皿gkat Daerah dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil ev血uasi pelaksanaan叫ya d瓢am tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah din

kerangka penda皿aan, p五〇正as dan sas紬an pe皿ban甜皿an,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta

keadaan yang menyebabka皿saldo狐認ar紬lebih tahun

anggar紬　sebelumnya hams digunakan untuk tahun

be宣j粗an;

b･ bahwa Renc紬a Ke車a peme正ntah Daerah Tahun 2023 yang

mempakan s粗ah satu doku皿en perencana紬　y紬g

ditetapkan dalam Peratur狐W瓢i Kota Sibolga Nomor 41

Tahun 2023 tentang Rencana Keヰa Pemerintah Daerah

Kota Sibolga Tahun　2023　yang d瓢am pelaksanaan

Anggar紬Pendapatan dan Bela可a Daerah Tahun 2023

terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaik紬baik

jumlah, jenis dan perinciannya, sehin籠a perlu dilakuk紬

pembahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada humf a dan huⅢf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Sibolga Tahun 2023;

Merigingat...



Mengingat　: 1･ Undang-Undang Nomor　8　Drt･ Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Neg紬a Republik　重ndonesia Tahun 1956　Nomor　59,

TambahanLembaran Negara Republik　工ndonesia Nomor

1092);

2. Undang-Undang Nomor　28　Tahun　1999　tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari

Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (しemb紬an Neg紺a Republk

量ndonesia Tahun 1999　Nomor　75, Tambahan Lembaran

Negara Republk工ndonesia Nomor 385 1);

3. Undang-Und紬gNo皿or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembar紬Negara Republik重ndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik工ndonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2004　tentang Sistem

Perencana紬　Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik量ndoncsia Tahun　2004　Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik量ndonesia Nomor 442 1);

5.　Undang-Und狐g Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembang皿nan Jangka Pa垂ang Nasional　2005-2025

(Lemb組an Negara Republik賞ndonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambah狐Lembar紬Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

6.　Undang-Undang Nomor　12　Tahun　2011　tentang

Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran

Negara Republik　量ndonesia Tahun　2011 Nomor　82,

Tambahan Lembaran Negara Republik　重ndonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun　2022　tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011　tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomorl43);

7.　Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Peme正ntahan Daerah　(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014　Nomor 244, Tambah紬Le皿baran

Negara Republ披工ndonesia No皿or 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun　2020　tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik　量ndonesia Tahun　2020　Nomor　292,

Tambahan Lembaran Negara Republik　量ndonesia

Nomor6573) ;

8.　Peraturan Pemerintah Nomor　71 Tahun　2010　tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik重ndonesia Tahun　2010　Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik量ndonesia Nomor 5 165);

9. Peγafuran...



9.　Peraturan Pemehntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

重ndonesia Tahun　2019　Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik量ndonesia 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan J紬gka Me調engah Nasional Tahun2020-

2024 (Lembaran Negara Republik工ndonesia Tahun　2020

Nomor 10);

11. Peraturan Menteh D瓢am Nege轟Nomor 80 Tahun 2015

tent狐g Pembentukan Hoduk Hukum Daerah (Berita

Negara Republ址Indonesia Tahun　2015　Nomor　2036)

sebagaimana telah diubah deng狐　Peraturan Mente正

Dalam Negeh Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri D血a皿　Negeri Nomor　80　Tahun

2015 tent紬g Pe皿bentuka皿Produk Huku皿Daerah (Berita

Negara RepubHk重ndonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Mente正D粗劃Nege正Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perenc狐aan, Pengend血ian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancang紬

Peratur紬Daerah tentang Renc狐a Pemb紬gunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, se虹a Tata Cara Pembahan Renc紬a

Pembangunan Jangka Pa可ang Daerah, Rencana

Pemb紬gunan J狐gka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteh Dalam Negeh Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem　工nfbrmasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik工ndonesia Tahun 20 19 Nomor 1 1 14);

14. Peraturan Mente丘D瓢am Negeh Nomor 90 Tahun 2019

tent紬g　剛as絶kasi,　Kode鰹kasi dan Nomen岨atur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik重ndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteh D瓢劃Nege轟Nomor 40 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusun紬Rencana Ke重ja Pemerintah

Daerah Tahun　2021 (Berita Negara Republik　工ndonesia

Tahun 2020 Nomor 590);

16. Peraturan Menteh Dal劃Nege五Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedom紬　Te血is Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik　工ndonesia Tahun　2020　Nomor

1781);

I 7.Perafura7i...



17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10　Tahun　2010

tentang Renc紬a Pe血bangunan J狐gka Pa両ang Daerah

Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor　2　Tahun　2018

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga

(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor　3　Tahun　2021

tentang Rencana Pemb紬gunan Jangka Menengah Daerah

Kota Sibolga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota

Sibolga Tahun 202 1 No皿or 40);

20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10　Tahun　2021

tentang Anggar紬Pendapatan dan Bela垂a Daerah Tahun

Anggaran　2022 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun

2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WAHKo皿　TEN船NG PERUBAHAN RENCANA

KER｣A pEMERIN船H DAERAH Ko皿s工BOLGA船HUN 2o23.

BAB量

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud deng紬:

1. Daerah adalah Kota sibolga.

2. Peme正ntah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure

pe叫yelenggara Peme正ntahan Daerah Kota Sibolga yang

mem宣mpin pelaksanaan umsan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah renc紬a keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan deng劃Peratur紬Daerah.

5. Rencana Kelja Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD ad瓢ah dokumen perencanaan pembangunan

Kota Sibolga untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk

pe五〇de 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah progra皿prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang dibe正kan kepada Perangkat Daerah

untuk setiap progr劃　sebagai acuan dalam penyusunan

rencana ke車a dan anggaran Perangkat Daerah.

8.Reれcana.‥



8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah

dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang

diperlukan untuk mencapa宣sasaran pembangunan･

9. Organisasi Perangkat Daerah yang sela可utnya disebut

OPDadalah perangkat daerah diしingkungan Pemerintah Kota

Sibol8a.

BAB重賞

KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Pembahan RKPD terhitung mulai tanggal 1 Juli dan sampai

dengan tangg瓢31 Desember 2023.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupak紬landasan penyusunan Pembahan KUA dan

PPAS untuk menyusun Perubah紬APBD Tahun 2023.

(3〉　Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menguraikan perubah狐program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2023.

Pasal3

(1) Pembahan RKPD mempak紬acuan dan pedoman bagi OPD

dalam menyusun Pe則bahan Re可a Perangkat Daerah Tahun

2023.

(2) Perubahan RKPD sebaga王mana dimaksud pada　争yat (1)

memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas-prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja terukur dan rencana

pendanaannya.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lamp量r劃Peraturan Wali Kota ini yang

mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Wali Kota ini.

EAB HT...



BAB量重量

KETENTUAN PENUTUP

Pas血4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga.r setiap orang me ngetahuinya ,　m eme rintahkan

pengundangan Peratur狐Wali Kota ini dengan penempat紬nya

dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada t孤ggal 31 Juli 2023

wAL量Ko船s宣BOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangka皿di Sibolga

Pada t劃ggal 3 1 Juli 2023

sEKRE恥R重s DAERAH Ko恥slBOしGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH Ko皿s重BOLGA払HUN 2023 NOMOR 515


